
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); 

a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan 
tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu 
menetapkan Standarisasi lndek Biaya Honorarium 
Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan 
Barang/ Jasa Kegiatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium 
Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/ 
Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjamegara 
Tahun Anggaran 2020; 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerint.ah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlalrunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Linglrungan Provinsi Jawa Tengah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran 
Negara R1 Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara R1 Nomor 5533); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R1 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
R1 Tahun 2018 Nomor 33); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Rl Tahun 
2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RJ 
Tahun 2019 Nomor 157); 



(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan 
suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada harga 
yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek. 

(2) Patokan harga per m2 untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual 
Objek Pajak/harga pasar/hasil penilaian independen. 

(3) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan 
pada harga yang clikeluarkan oleh penerbit. 

(4) Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

(5) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada 
ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementrian. 

Pasal 4 

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada 
satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaaan dilaksanakan dan tidak 
melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta dapat 
dinegosiasi secara prof esional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan 
akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi 
yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk menggunakan harga 
terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum dan sudah termasuk 
pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 2 

Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IJ 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEK BlAYA 
HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN 
PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Rl Tahun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjamegara 
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 
Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 201 7 
Nomor 20); 

I t 

Pasal 1 



(1) Jenis Belanja Barang/Jasa dan/atau Belanja Modal yang belum diatur 
dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang 
bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan 
membuat: 
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
Kegiatan tersebut; dan 

b. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaporkan kepada Bupati 
dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla.k sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran m yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Selain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan membuat 
analisa yang diperhitungkan secara proposional dan profesional 
berdasarkan harga yang berla.ku di pasaran (dibuktikan dengan price list 
harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa) serta dapat 
dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, 
transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

Hal-hal lain yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 
dalam melaksanakan tugas dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
pelaksanaannya harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati melalui 
Sekretaris Daerah sela.ku Penanggung Jawab Penyusunan Standarisasi yang 
dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga 
tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, 
maka akan ditetapkan perubahan tersebut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 6 

Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
menjadi acuan bagi semua Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam 
menyusun anggaran. 

Pasal 5 



..._._..,.,....., gkan di Banjarnegara 
ggal t\ - p - ']0\0 

,T,...Tan'OARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

BUDH1 SARWONO 

Ditetapkan di Banjamegara 
Pada tanggal 4 -l :i - ~ C0 
BUPATIBANJARNEGARA, 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banjamegara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 


